
B A B - I
KETENTUAN - UHillJI

Pasal 1.
(1) Dalam rangka memperlantjar dan mengamankan pelaksanaan

Pembangunan Lima Tahun, diadakan pengendalian setjara
operasionil, jang diselenggarakan dengan mengintel1~ii'kan
koordinasi, integrasi dan synchronisasi pel.aksana~ri'antara

,~l "_:"'j;+' __" :",'; : "' ..• '

Departemen/Instansi terhadap Sektor-sektor 'jangt~'fdapat ,
dalam lampiran I Keputusan Presiden ini.

M EMU T U S K A N

KEPU'l'USAN PHESIDEN RE?FJLIK INDONESIA TENTANG PENG~NDALIAN
OPEHASIONII, PEJvffiANGUNAN LIMA TAHUN.

Dengan mentjabut Keputusan Presiden R.I. No.199
tanggal 1$ Djuni 196$

b. bahwa berhubung dengan hal diatas, dianggap perlu untuk
merubah sistim kerdja projek-projek Pemerintah jang ada,'
dan menjesuaikannja dengan sasaran-sasaran pembangunan
jang hendak ditjapai berdasarkan Repelita•.

1. Pasal 4 ajat ,(1)Undang-undang Dasar 1945 ; ~
2. Ketetapan NrPRSNo.XXIII/rJIPRS/1966;
3. Ketetapan l\1PRSNo. XLI/l\WRS/1968 ;.
4. Keputusan Presiden R.I. No.183 Tahun 196$ ;
5. Keputusan Presiden R.I. No.319 Tahun 196~ ;

a. bahwa dalam rangka usaha mensukseskan pelaksanaan Repelita
chususnja dan Pantja-Krida pada umumnja, perlu mengadakan.·
sistim kerdja jang dapat mengikuti pe1aksanaan Operasioni1
dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari berbagai De­
partemen/Instansi jang bersangkutan setjara intensii', e­
fektif dan efisien terhadap beberapa sektor dibidarig.Pem­
bangunan dan bidang-bidang tugas Pemerint~h lainnja ;
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. .Fasal 5.
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Fasal 4.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewadjibannja tersebut ajat (3)
Pasal 2 Keputusan Presiden ini, Me rrter-L Negara Pengawasan
Operasionil Pembangunan dibantu oleh Sekretariat Pengenda­
lian Operasionil Pembangunan.

Pasal 3.
Untuk menjelenggarakan pimpinan dan pengendalian Operasionil
Pembangunan, Presiden mempunjai sebuah Sekretariat Peng'enda­
lian Operasionil Pembangunan jang bertugas :

a. melaksanakan administrasi dari segala kegiatan operasionil
pembangunan ;

b. mengadakan koordinasi, integrasi dan synchronisasi dengan
seroua Sekretariat Sektor dan dengan Departemen/Instansi
jang bersangkutan.

(2) Dalam kegiatannja tersebut ajat (1) Pasal ini, Presiden
dibantu oleh Menteri Negara Pengawasan Operasionil Pemba­

ngunan jang bertugas melakukan kegiatan-kegiatan perigawaa-.
an Operasionil Pembangunan.

(3) Menteri Negara Pengawasan Operasionil Pembangunan dalam

melaksanakan tugas dan kewadjibannja bertanggung-djawab
langsung kepada Presiden.

Pasal 2.

(1) Presiden memegang pimpinan dan pengendalian operas~onil
Pembangunan.

B A B II
PU'IPINAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONIL

PElVIBANGUNAN.

~

f,
I,

(2) Jang dimaksud dengan Sektor dalam Keputusan Presiden ini
adalah kegiatan-kegiatan dibidang Pembangunan dan dibi -
dang-bidang tugas Pemerintah lainnja jang memerlukan peng­
utamaan koordinasi, integrasi dan synchronisasi antara
Departemen dan instansi setjara intensif.
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Dalam melaksanakan tugas kewadjibannja, Ketua Sektor dibantuoleh
Sekretariat Sektor jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Sektor
jang bertanggung djawab penuh dan langsung kepada Ketua Sektor.

B A B - IV.

SEKRETARIAT _ ~EKTOR

Pasai" 10.

Pasal 9.

(1)Pada setiap sektor ditentukan beberapa Menteri-menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerintah jang mendjadi Anggota Sektor dan bertugas
membantu Ketua Sektor serta turut serta bertanggung-djawab
atas keJ,antjaran pelaksanaan Sektor jang bersangkutan.

(2) Para anggota-anggota sektor dari setiap sektor, adalah seba­
gaimana tertjantum dalam lampiran-I Keputusan Presiden ini.

Ketua Sektor dalam melaksanakan tugas pokoknja bertanggung djawab
lang sung kepada Presiden.o

Pasal $.

Ketua Sektor mempunjai tugas-pokok wltuk melaksanakan koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Operasionil Pembangun­
an didalam sektornja untuk mengusahakan tertjapainja sasaran-sasar­
an jang telah ditetapkan.

Pasal 7.

Sektor diketuai oleh seorang Ketua Sektor jang didjabat oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga non Departemen jang diangkat oleh Presiden.

B A B _ III

SEKTOR
Pasai 6';

Sekretariat Perigerrda'Lf.anOper-asLond L Pembangunan dipimpin
oleh seorang Sekretaris jang diangkat oleh dan bertanggung­
djawab langsung kepada Presiden.

Pasal 5.
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Pasa1 17. ,•••••••••

Susunan Organisasi dan Prosedur Pengendalian Operasioni1 Pem­
bangunan adalah sebagaimana tertjantumdalam lampiran-II Ke­
putusan Presiden inio

Pasal 16.

Dengan ditetapkannja Pengendal:ian Operasionil setjara sektoral
ini, pertanggungan djawab atas kelantjaran pelaksanaan tugas
])epartemen/Lembaga Pemerintah dibidang masing-masing jar.igtidak

termasL~ dalam ruang-lingkup pengendalian operasionil ini, ti­
dak dikurangi.

Pasal l5.

P E If U T U P

VI.B A B~~

Pembiajaan Sekretariat Sektor dibebankan kepada Departemen/
Instanf3i june bersangkutan.

Pasal 14.

Pembiajaan SekretEl,riatPengendalian Operasionil Pembangunan
dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara/Sekretariat
Kabinet.

Fasal l3.

FEIill3IAJAAN

B A B V.

Fasal 12.

Sekretaris Sektor berkewadjiban membantu Ketua Sektor dida­
.Larn usaha dan kegiatan pelaksanaan Operasionil Pembangunan
didalarn Sektornja dan melaksanakan KIS dengan Sekretariat
Pengendalian Operauionil Pembangunan.

Sekretaris Sektor merupakan djabatan full-time dan diangkat
oleh Presiden atas usul Ketua Sektor.

Pasal ll.

4

PRESIDE.N
REPUBLIK INDONESIA



Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Pebruari 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetap­
kannja.

Pasal l8.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden
ini akan ditetapkan lebih landjut.

Pasal l7.
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